WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALQ,

bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknik Daerah Balai

Benih Ikan Pada Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota

Gorontalo;

i

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Corontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5234);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS
KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  sistem dan  prinsip
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Walikota adalah Walikota Gorontalo.

Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota

Gorontalo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota

Gorontalo.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan

Daerah.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Utama Dinas Kelautan

Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih lkan yang terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan Pada Dinas

Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota Gorontalo.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3
Klasifikasi UPTD Balai Benih Ikan Utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah kelas A.
Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4
(1) Susunarn Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

(1) UPTD Balai Benih Ikan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau

penunjang Urusan Pemerintahan Pertanian yang diselenggarakan.
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(2) UPTD Balai Benih Ikan merupakan bagian dari perangkat daerah Kota

Gorontalo.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian yang bersifat teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan
Pengembangan Benih Ikan Unggul.

(2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. menghasilkan benih ikan unggul untuk dijadikan calon induk oleh Unit-
unit Pembenihan Rakyat (UPR);

b. mengisi kekurangan benih ikan diperairan umum;

c. menyebarluaskan teknologi pembenihan ikan yang sudah teruji
dilapangan kepada Unit-unit pembenihan rakyat (UPR);

d. sebagai sarana belajar dan pelatihan untuk sekolah-sekolah kejuruan
perikanan; dan

e. sebagai sarana penelitian untuk mahasiswa dan dosen untuk fakultas

Kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7
(1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan
sebahagian fungsi Dinas kelautan Perikanan dan Pertanian dibidang

pengembangan benih ikan unggul.
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Rincian tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas :

a.

menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD Balai Benih lkan
berdasarkan program kerja pengembangan benih ikan unggul serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

mendistibusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai
Benih lkan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan

dapat berjalan efektif dan efisien.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
UPTD Balai Benih lkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Benih
Ikan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

menyusun rencana Kegiatan teknis di bidang pengembangan benih
ikan unggul sesuai bidang lingkup kewenangan berdasarkan pedoman

untuk menjadi program unit (SOP).

melaksanakan kegiatan teknis pengembangan pembenihan ikan
konsumsi dan non konsumsi Berdasarkan standard operasional teknis

sebagai tugas pokok UPTD Balai Benih Ikan.

menfasilitasi pelatihan/magang bagi sekolah-sekolah kejuruan
perikanan dan penelitian/riset mahasiswa perikanan serta pelatihan
budidaya ikan dan Unit-unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebagai fungsi

pelayanan kepada masyarakat.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai
Benih Ikan dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

KABAG
UNI’I“QKER.JA HUKUM ASISEEN SEKDA

(b L [ A




(1)

-7

Paragraf 2
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun

dan

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD dibidang

pengembangan bibit ikan unggul.

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) rerdiri atas:

a.

merencanakan dan mengonsep program dan rencana Kkerja serta
rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta
bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja sebagai

pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;

memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan
dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait

guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk

teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;

melaksanakan kegiatan program dan administrasi keuangan sesuai

petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai sesuai ketentuan
dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan

sanksi;

melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketatausahaan
baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
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Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas
teknis tertentu dilingkungan UPTD Balai Benih Ikan sesuai keahlian dan
keterampilannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsioanal berdasarkan bidang keahlian dan

keterampilannya.

Pasal 10

Kelompok jebatan fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 11

(1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
(2) Kepala Subbagian Tata adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala UPTD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang dan kepangkatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPTD Balai Benih lkan dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
Kepala UPTD Balai Benih Ikan melaksanakan sistem pengendalian internal
di lingkungan unit kerjanya.

Kepala UPTD Balai Benih lkan dalam melaksanakan tugas melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Balai Benih lkan, Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi
di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.

Kepala UPTD Balai Benih Ikan berkewajiban memberikan petunjuk,
bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan

unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD Balai Benih Ikan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPTD
Balai Benih Ikan dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan

pada APBD Kota Gorontalo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
ada tanggal 19 juli 2018
WALIKOTA GORONTALO,

M EN A. TAHA

Diundangkar: di Gorontalo
pada tanggal 19 juli 2018
SEKRETARIS D H KOTA GORONTALO,

ISMA ADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 13
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS

KELAUTAN PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA GORONTALO

KEPALA UPTD

BALAI BENIH IKAN

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

_gVALIKOTA GORONTALO, },

MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA
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